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KEWENANGAN PENARIKAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN
DAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA ASING

Oleh: Dr. Hi. Evita Iseetno, SH., M3

Abstrak

Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kena
pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan payjak. Dengan banyaknyn
sengembangan perusahann baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga kerja asing
serutama di dacrah Provinsi, Kabupaten dan Koty, masalah kewenangan dengan penarikan dana
mi menjadi polemik di yang timbul antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem
otonomi daerah dan peraturan menganggap bahwa kompensasi merupakan otoritas mereka,
selain itu, pajak harus dibayarkan melalui Bank Indonesia. Seperti kit ketahui, sejak otonomi,
nrovinsi juga telah memiliki sarana melalul Bank Pemerinh Dagrah. Tujuan penelitian ini
dimaksudkan untuk berguna membuat solusi antara pemerintah dserah dan pemerintah pusat
yang memperoleh pajak dari wenaga kerja asing.

Kata Kunci: Kewenangan penarikan dana

Abstracy

Fund development membership and skill patd by foreign entreprencur labour consumer to Stale
Is to represent national income ks not lease (non fiscal). With many expand of good company of
PMDN and PMA emploving Foreign loubonr especially in Sub Province area and town, problem
of authority with drawal of this find become on polemic of arising out among local government
and central government. Authonomy arca system and regulation assume that compensation is
their uthority, besides, the tax must be represemt to Baank Indonesia. As we know, since
suthonomy, the province have own too, to local government Bank. This is the vbjretive research
w make solution hetveen local government and cemral government who had the tax from
foreigner labour.

Keyword : Authority withdravwal

A. Latar Belakang

Dana Pepgembangan Keahlian dun Ke-
werampilan (DPKK) vang dikenal juga dengan
Dana Kompensasi adalah dana vang harus di-
sayar oleh pemberi kerja Tenuga Kerja Asing
kepada negara atas penggunann Tenaga Kerja
Asing. Dana Pengembangan Keahlian dan
Ketrampilan (Skhill Development Fund) ini
merupakan salah satu peneriroan negira bu-
kan pajak schagai kompensasi yang dibayur-

 Dosen Fakultas Hukum Universites Borobuduor
Pasal | ayat o Keputusan Mentrl Tenagn Kerjn dan
Tramssmigrast No. 20 Tahun 204,

kan oleh pemben kerja atau yang mempeker-
jakan Tenaga Kerja Asing kepada negora atas
penggunaan Tenaga Ketja Asing terscbut.
Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang (TKWNAP) dikenakan pungutan
pada setiop Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang yang dipekerjakannya’,

Sejak diberlakukannys otonomi dacrah
terlihat adanya kecendrungan pemerintah dae-
rah untuk menguasai usset-aset sumber daya

" Pasal 10 ayat (1) Kepres R1 No. 73 Tahun 1995; Ten-
tmg Penguaun Tenaga Kerfa Asing Warga Negars
Pomiditimg,
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vang ada di daerahnya. Dengan alasan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah (PAD).
Akibatnya pengeluaran Peraturan Daerah (Per-
da) sering kali menjudi tumpanp-tindih, se-
hingga menimbulkan persoalan baru bagm do-
nia usaba. khususnya para mvestor asing vang
akan menanamkan modalnya dan melakukan
usahanya di dacrah. Disamping 1mu juga ba-
nyaknya biava tambalian dan berbagar pungu-
tan atau retribusi yang dipungut dacrah,

Seringkali terjadi perebutan kewenangan
antara pemernintah pusat dan pemenntah dae-
rah dalam hal pembenan 1zin penanaman mo-
dal. Investor pun masih enggan dan kurang ya-
kin berhubungan dengun doerah. Salah satu
bentuk perebutan kewenangan it terlihat da-
lam hal pengaturan dan pencmpatan Tenaga
Kerja Asing. Pemberian 1zin kerja bagi tenaga
kerja asing dan pemunguian dana yang diba-
yarkan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja
asing terscbut schagai kompensasi atas peng-
gunaan tenaga kerjs asing, yang menurut Un-
dang-Undang No, 13 Tahun 2003 dikenal de-
ngan Dana Kompensasi (dahulunya dikenal
dengan nama Dana Pengembangan Ketcrampi-
lan dan Keahlian (DPKK [ atau Development
Skhill Furd).

Disini penulis tertarik untuk mengangkat
masalah tidak adanya kepastian hukum vang
jelas tentang kewcenangan penarikan Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan keterampilan antara
pemenintah daerah dan pemerintah pusat, se-
hingga dacrah mengeluarkan peraturan sendiri
tentang penarikan DPKK tersebut yang isinya
bertentang dengan Keputusan Mentr vang le-
bih tinggi.

Dengan adanva otonomi dacrah, sctiap
daerah merasa berhak dan berwenang untuk
menguris dan mengatur Tenaga Kerja Asing
di daerahnya, vang dimulai dengan Penerima-
an DPKK, penerbitan 1zin Kerja Tenaga Asing
(IKTA). dan perpanjangannva.

Ketidakpastian  ini telah  menimbulkan
suatu permasalahan vang sampai sekarong be-
lum menemukan solusi vang tepat untuk masa-
lah Tenaga Kerja Asing.di Indonesia, Ada dac-
rah yang mengeluarkan suatu peraturan ten-
tang Tenaga Kerja Asing vang bekerja di dae-
rahnya dengan menctapkan bahwa dana kom-
pensasi (DPKK) disetorkan kedacrah vang
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bersangkulan, Seperti halnya dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor |9 Tahun
2001, wvang menyatakan bahwa pembayaran
DPEK dilakukan oleh pemohon penpgguna Te-
naga Kerja Asing kepada kas dacrah melalui
Bank Jawa Baral cabang Bekasi atan bank lain
vang ditetapkan kemudian.”

Mulanya perusabsan pemberi kerja Te-
naga Kerja Asing menyetorkan DPKE ke kas
negara melalu BN lalu Pemerintah Daerah
mengeluarkan nwran DPKK harus dibayarkan
ke kas dacrah melalul bank daerah terscbut.
Hal imi telah menimbulkan kebingungan para
pengusaha dengan adanya ketetapan daerah
dalam Peraturan Daerahnya yang menyatakan
lain dari apa yang dinyamakan dalam Keput-
san Mentn,

Berdasarkan latar helakang vang diurai-
kan secara singkat tersebul, permasalahannya
dapat dirumuskan scbagai benkut;

B. Rumusan Muasalah

Herdasarkan latar belakang yang diu-
raikan secara singkat tersebut, permasulahan-
nya dapal dirumuskan schagai berikut;

. Sejuuh munn Kewenangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintuh Dacrah mengatur
Tenagn Kerja Asing yang, meliputi pe-
nerimaan DPKK, pemberian izin kerja
dan perpanjangannya dengan adanya
atonomi daerah.
Mengapa Pemerintah Daerah Tinghoat
Il Kabupaten Bekasi berani mengeluar-
kan Peraturan Daerah yang bertenta-
ngan dengan Keputusan Menteri yang
mengatur lentang pembayaran DPKK
Tenagn Kerju Asing.

B3

C. Kajian Teoritis

. Hirarki Perundang-Undangan Di Indo-
nesin

"Hierarki" adalah penjenjangan setiap je-

nis Peraturan Perundang-undangan yang dida-

satkan pada asas bahwa peraturan pérundang-

undangan vang lebib rendah tidak boleh ber-

tentangan dengan Peraturan Perundang-unda-

' Pasal 19 ayan (1) Perawran Daeral Kabupaten Bekasi
Mo b9 Tahun 2001, Tentang  Pernberinn lzine Mempe-
kerpokan TRWNAP dan loron DFEK
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ngan yang lebih tinggl. Disini terlihat sekali
hahwa setinp norma hukum atau produk hu-
xum ity bersifat berjenjang dan memiliki ting-
katan-tingkatan yang paling tinggi, yang lebih
tinggi dan terus sampai ke bawah. Dimana se-
muanya itu tidak boleh saling bertentangan
dan berlawanan dalam hal dan isi pengaturan-
nya. Hal yang tidak diatur atau dilarang dalam
peraturan yang lebih tinggi tidak boleh diatur
dan dibolehkan dalam peraturan vang lebih
rendah.”

Teori berjenjang terscbut vang telah dia-
tur dalam Peraturan Perundangan Indonesia di
dasarkan pada teori Stufenbau theorie dar
Hans Kelsen yang menyatakan bahwa _nor-
mig=norma ukum ity berfenfang-jenjong dean
berlapis-fapis dalam swatu hirarkie tata susu-
nan, dimana suate norma vang lebih rendah
berlaky, bersumber, dan berdasar pada norma
vang norma vang lebih tinggi, norma yang fe-
bily vinggi berlaku, bersimber, dan herdasar
pada norma vang lebil tinggi lagi, demikian
selerusiva sampai pada suatu wormia vang
trdak dapat ditelusuri lehih lanjut dan bersifar
fipotesis dan fikef, vaitu norma dasar (Grund-
Ry .

Dalam sistem norma hukum Negara Re-
publik Indonesia, norma-norma hukum vang
berlaku berada dalam suatu sistem yang berla-
pis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus ber-
zelompok-kelompok, dimana suatu norma it
selulu berlaku, bersumber, dan berdasar pada
norma vang lebih tinggi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma dasar negara ( Staats-
fundamentalmorm) Republik Indonesia, Yaiu
Pancasila.’

Ditinjau dari TAP MPRS No. XX/
MPRS/1966 susunan peraturan perundang-un-
dangan di Indonesia adalah sebagai berikut ;7

. UUD 1945
1. TAP MPR
3. UU/PERPU

4. Peraturan Pemerintah

* Hans Kelsen, General Theory af Law and Stare, New
York, Russell & Russell, 1945, hal 113,
" Ihid, hal. 114
" Maria Fanda Indrsti Soeprapto, M Permdang-Us.
dangan, hul. 26, Pencrbit Kanisios 1998,

Retetapan Majelis Permusyawarnin Rakyar Sementa-
. Mo NUMPRS/ 1966, Lampiran |1,

. Evita Britna

5. Keputusan Presiden

6. Peraturan Mentri

7. Instruksi Mentri

Dalam perkembangannya, tata urutan

perundang-undangan mengalami sedikit peru-
bahan yang terdapat dalam TAP MPR RI No.
HIMPR/2000, diantaranya

1. UUD 1945

2. TAPMPR

3. Uu
4. PERPU
5. Peraturan Presiden
6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

Dalam perkembangannya dengan adanya

otonomi dacrah maka ada suatu pengakuan
akan keberadaan peraturan daerah pada bebe-
rapa tingkatan pemerintahan yang ada di dae-
rah, Sementara hirarkic perundang-undangan
yang diatur dalam UU RI Memor 10 Tabun
2004, vaitu :*
UUD Negara RI Tahun 1945,
UU /PERPU.
Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah ;
a. Peraturan Daerah Propinsi.
b. Peraturan Dacrah kabupaten/Kota.
¢. Peraturan Daerah Desa/setingkat.

Hodo b e

2. Otonomi Dacrah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban dacrah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kcpentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan’. Se-
mentara Daerah Otonom adalah kesatuan ma-
syarakal hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masya-
rakat setempat menunit prakarsa sendini berda-
sarkan aspirasi masyarakat dalam system Ne-
gara kesatuan Republik Indonesia."

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan
pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999

" UL No. 10 Tahun 2004, tentang Pebentitan Peratu-
ran Perpndang- Undamgzan,

" UU Nomor 32 talin 2004, Pasal | ayat (3} Ketentuan
LUmurm Tentang Memerintahan Dasrah.

" Ibid, ayat (6)

&
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jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten-
tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerin-
tah Pusat dan Daerah, Paradigma pemerintah
daerah dikembangkan berazaskan nilai-nilai
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerata-
an, keadilan, dengan memperhatikan potensi
serta keanckaragaman daerah,

Pemerintah Daerah adalah Penyelenpga-
raan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menuryt asas otonomi dan
tugas pembantuan menwrut prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia takn ]945."

Femerintah Dacrah berhak menetapkan
peraturan dacrah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-
bantuan.'? Yang dimaksudkan untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa,
dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahtersan masvarnkat.
Peraturan Dacrah kabupaten/kota dibuat oleh
dewan perwakilan rakyvat daerah kabupaten/
kota bersama bupati/walikota; Jenis Peraturan
Perundang-undangan lainnya diakui keberada-
annya dan mempunyai kekuatan hukum me-
ngikat sepanjang diperintahkan olch Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi. "

D. Tinjavan Umum Tentang Tenaga Kerja
Asing

1. Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Tenaga Kerja Asing adalah warga nega-
ra asing pemegang Visa dengan maksud be-
kerja di wilayah Indonesia." Dapat disimpul-
kan pengertian Tenaga Kerja Asing vaitu'™:
Tiap orong bukan warga Negara Republik n-
donesia yang mampu melakukan pekerjaan,

" Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2004

" Bab IV Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 setelah Aman-
demen Kedua |8 Agustus 2000,

" Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembeniu-
kan Peraturan Perundang- Undangan.

" Pasul | ayat | Kepmenakertrans Nomor 20 Tahun
2004

- Koesparmono Irsan, Hikum Ketenagokerfaan Swatu
Fengantar, hal, 484,
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baik didalam mawpun diluar hubungan kerjo
guna menghasilkan josa atau barang uncuk
mementehi kebutwhan masyarakar.

Pengertian Tenaga Kerja Warga Negara
Asing yang disebut TKWNA dalam Keputu-
san Mentri Tenaga Kerja Nomot 148 Tahun
200116 adalab tenaga kerja asing pemegang
Visa untuk maksud bekerja di wilayah Repub-
lik Indonesia baik di darat, laut, maupaun di
udarn.

Orang Asing vang berada di Indonesia
dapat digolongkan atas 3 katagori ;'

1. Imigran (Immigrant/Expatriate) adalah
orang vang bukan penduduk / warga
Negara Indonesia yang bermaksud un-
tuk tinggal di Indonesia dan mempero-
lah pekerjaan serta mendapat upah dari
pekerjaan vang dilakukannya.

2. Pengunjung (Visitor/Towrist) adalah
omng yvang datang ke Indonesia bukan
untuk menetap, tetapi hanya tinggal se-
mentara wakw (remporary stay) dan
bukan untuk bekerja atau mencari naf-
kah di Indonesia.

3. Staf Korps Diplomatik dan Tenaga Mi-
liter adalah orang asing vang berada di
Negara Indonesia yang melakukan tu-
gas mewakili negaranya dan mendapat
upah atau gaji dari negaranva sendiri.,

Pekerjann-pekerjaan yang dapat diliku-
kan oleh tenaga kerja asing diantaranya .

1. Pckerjaan yang mempunyai hubungan
kerja dengan majikan atau pengusaha,
dengan kata lain tenaga asing vang di-
pekerjakan olch perusahaan atau orang
lain.

2. Pekerjaan bebas atau mendiri yang di-
lakukan olch orang asing atau pengusa-
ha yang berdiri sendiri,

Dalam ayat 2 pasal ini diatur tentang
pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah Pe-
ngusahs, Badan Hukum, atau badan-boadan
lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja A-

" Keputusan Memteri Tenaga Kerjn dan Transmigrasi
Nomor 148 Tahun 2000, tentang Perpgunaan Danag
Pengembangan  Keahlian don Keterampilan  Tenage
Kerja Indonesia,

"' Direktorat Jenderal Imigrasi Direktoral Lalu Lintas
Keimigrasian, Aspek Hukum dan Perifinan Keimigra.
stan dafom  Pengomnaan TKWNA; Hal 21, Makalah
Lokakarya Ketenagakerjsan, Jokarta 10 Juni 2004,
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sing dengan membayar upah atau imbalan da-
lam bentuk lain™. Orang pribadi atau perseo-
rangan tdak diperbolehkan mempekerjakan
orang asing di Indonesia. Pengusaha yang
mempekerjakan Orang Asing tentunya adalah
orang yang menjalankan sebuah perusahaan,
apakah itu Perusahaan Modal Dalam Negeri
(PMDN)  atau  Perusahaan  Modal Asing
(PMA),

1. Prosedur Perijinan Tenaga Kerja Asing

Dalam yasul 42 avat (1) UU RI No. 13
Tahun 2003" disebutkan bahwa setiap pem-
beri kerja yang mempckerjakan tenaga kerja
asing wajib memiliki izin tertulis dari Mentri
atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini dimaksud-
kan agar penggunaan tenagn kerja warga Ne-
gara asing dilaksanakan secara selekiif dalam
rangky pendayagunaan tenaga kerja Indonesia
secarg optimal.

Adapun izin izin yang harus diddapatkan
bagi scorang TKA untuk bekerja di Indonesia
adalah :

a. RPTKA

Dalam pasal | ayau(7) Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Re-
publik Indonesia Nomor KEP,228MEN/
2003 discbutkan bahwa : Rencana Peng-
funaan Tenaga Kerfa Asing yang selan-
Jutmya disebut RPTKA adalah  rencana
penggunaan tenaga kerfa asing pada ja-
batan tertentu vang dibuat olel pemberi
kerfa tenaga kerja asing untuk jangka weak-
fu tertentu vang disahkan oleh Mentvi atau
pefabar vang dinmjuk,

b, TA-01

Merupakan Rekomendasi yang dike-
lvarkan oleh Dircktur Penyedinan dan
Penggunaan Tenaga Kerja Departemen
Tenaga Kerjn dan Transmigrasi, Rekomen-
dasi ini disampaikan kepada Direktur Jen-
deral Imigrasi. guna memperaleh Visa un-
tuk Bekerjn dan KITAS.™

" Pasal ) ayamt 2 Kepmenakertans Nomor 20 Tahun
2004,

" Lembaran Negara RI nomor 39 whun 2003, Undang-
Undang Nomor 13 tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
tambabian Lembaran Negara Nomor 4297

* Pasal 4 Keputusan Mentri Tenaga Kerjo dan Truns-
migrasi RE Nomor 20 tahun 2004, tentang Tata Cara
Memperaleh Ijin Mempekerjakan TKA.

i Evit Jsretems

¢. Rekomendasi Visa

Surat persetujuan vang dikeluarkan
oleh Dircktur Jendral Imigrasi vang ditu-
Jukan kepada Kedutaan Indonesia di Luar
Negeri untuk memberikan Visa lzin Ting-
gal Sementara (VITAS) untuk bekerja di
Indoensia kepada warga Negara Asing
yang dimaksud sesuai dengan surat permo-
honan dari perusshaan pengguna/sponsor,
Surat persetujuan ini diberikan berdasarkan
rekomendasi dari Dircktur Penyediaan dan
Penggunaan Tenaga Kerja Depanemen Te-
naga Kerja dan Trasnmigrasi (TA-01).

d. VISA

Pengertian Visa menurat Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Ke-
imigrasian adalah : Izin tertulis vang dibe-
rikan oleh pejabat yang berwenang pada
Perwakilan Negara Republik Indoncsia
atau di tempat lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik  Indonesia®
yang memuat persetujuan bagi orang asing
untuk masuk dan melakukan perjalanan ke
wilyah Indonesia,

Setalah mendapatkan VISA, Tenaga
Kerja Asing masuk ke Indonesia dan da-
lam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari
sudah harus melapor ke kantor imigrasi se-
tempat, untuk mendapatkan Kartu lzin
Tinggal Semenatara (KITAS),

f. KITAS

Menipakan Kartu Izin Tinggal Se-
mentara atau yang dikenal juga dengan
Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)
yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi wi-
layah tempat Warga Negara Asing mene-
tap, yang diberikan untuk jangka waktu |
(satu) whun dan dapat diperpanjang paling
banyak lima kali berturut-turut, yang mana
waktu perpanjangannya setiap kali adalah
untuk jangka waktu satu twhun juga,

Sctalah mendapatkan KITAS, kepa-
da Tenaga Kerja Asing terscbut diberikan
juga buku Pengawasan Orang Asing
(POA) guna untuk mencatat setiap peruba-

! Perwakilun Negamm R Ji temepat ladhy ity adalah Ke-
dulaan Besar Megsra BRI otau Konsulai Jenderal R1
Negara lain,
# Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Ke-
I ARSI
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han data.
g. DPKK

Setalah mendapatkan KITAS, peng-
guna Tenaga Kerja Asing sebelum mem-
pekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut
wajib terlabih dabuly membayar Dana
kompensasi, sebagai syarat untuk menda-
patkan lzin Kerja (IMTA),

Dalam Pasal | (6) Keputusan Mentri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20
Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan
atau yang disebut dengan DPKK atau De-
na kompensasi adalah dana yang harus oi-
bayarkan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja
Asxing kepada negara atas penggunaan Te-
naga Kerja Asing.

h. IMTA

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
yang discbut juga dengan [IMTA adalah
lzin termulis yang diberikan oleh Meniri
atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi
kerja Tenaga Kerja Asing **. Jangka waktu
IMTA sama dengan jangka waktuy KITAS/
Lzin tinggal.

Setelah mendapatkan IKTA yang se-
karang dikenal dengan IMTA (Izin Mem-
pekerjakan Tenaga Asing), barulah Tenaga
!{erja Asing terscbut diperbolehkan beker-
ja.

i. SKLD

Surat Kcterangan Lapor Dirl atau
vang discbut juga dengan SKLD adalah
suatu keterangan sebagai bukti pelaporan
bagi sctiap orang asing penduduk dan atau
orang asing berdiam sementarn yang dibe-
rikan oleh POLRL™ SKLD diberikan ke-
pada setiap orang asing berupa sebuah kar-
tu berwarna kuning, dengan jangka waktu
yang sama dengan KITAS.

i+ SKPP dan SKTTS

Surat Keterangan Pendaftaran Pen-
duduk (SKPP) merupakan surat bukiti pe-
laporan orang asing yang tinggal/menetap
kepada Dinas Kependudukan wilayah se-
tempat, Sementara SKTTS adalah Surat

= thich, Pasul T ayar (5),
* Pasal 19 ayat (3} Peraturan Pemerintuh Nomor 31
Tahun 1994 tentang Pemngawasan Omng Asing dan
Tindakan Keimigrasian,
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Kercrangan Tempart Tinggal Sementara ba-
i orang nsing yang dikeluarkan oleh kelu-
rahan tempat tinggal/domisili orang asing
tersebut.

Jangka waktu SKPP dan SKTTS di-
berikan sama dengan jangka waktu berla-
kunya KITAS.

E. Dana Pengembangan Keahlian Dan

Keterampilan

Dana Penpembangan Keahlian dan Ke-
terampilan (DPKK) yang dikenal juga dengan
Dana kompensasi adalah dana vang harus di-
bayar oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing
kepada negara atas penggunaan TKA.™

Dalam Keputusan Meniri Tenaga Kena
dan Transmigrasi Nomor 148 Tahun 2001
tentang Penggunaan DPKK, dinyaiokan seba-
gai berikut :

(1) DPEK digunakan untuk kegiatan pe-
negembangan keahlian dan keterampilan
Tenaga Kerja Indoensia serta kegiatan
lain yang berkaitan dengan Pengemba-
ngan Sumber Daya Manusia dan ke-
sempatan kerja.

(2) DPKK digunakan oleh instansi Peme-
rintah baitk pusat maupun daerah dan
lembaga pelatihan swasta vang 1elah
mendapat akreditasi dari instansi yang
berwenang.

Dari avat (2) di atas, diketahui bahwa
DPEK tersebut dapat digunakan oleh pemerin-
tah pusai, pemerintah docrah, maupun swasta
yang telah mendapat pengakuan. Dacrah juga
berhak menikmati dan mempergunakan DPKK
uniuk membangun daerahnva khususnya dibi-
dang ketenagakerjaan.

Dalam pasal 6 Keputusan Mentni Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004
disebutkan sebagai berikut :

(1) Dana kompensasi penggunaan Tenaga
Kerja Asing ditetapkan sebesar US S
100 (seratus dollar Amerika) setiap bu-
lan untuk setiap TKA dan dibayarkan
di muka.

(2) Pemberi kerja vang mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing kurang darni | (sa-

* Pasal 1 ayst (6) Keputusan Menitri Tenaga Kerja dan
Transmigmsi BRI Nomor 20 whun 2004, weniang Taitm
Cara Memperoleh [jin Mempekerjakan TEA.
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tu) bulan wajib membayar dana kom-
pensast sebesar [{satu) bulan penuh.

(3) Pembayaran dana kompensasi sebapai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh pemberi kerja,
dan disctorkan pada rckening Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan keterampi-
lan (DPKK) pada Bank Pemerintah
vang ditunjuk aleh Monteri.

Selain merupakan kompensasi untuk pe-
ngembangan dan pelaksanaan alih tekhnologi
dari Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja
Indonesia. DPKK juga dimaksudkan untuk
membuka dan memberikan kesempatan kerja
baru bagi para pencari kerja Indonesia. Duri
Dana tersebut  diharapkan pemerintah  bisa
membuka lahan kerjn baru, yang dapat mengu-
rangi angka pengangguran.

F. Hasil Penelitian

I. Pembagian Kewcnangan Di Bidang Ke-

tenagakerjaan
Berdasarkan Peraturan  Pemerintah No-
mor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pe-
menntah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom, telah dibugi dalam bidang ke-

tenagakerjaan sebagai berikut -2

. Kewenangan Pemerintah Pusat
aas
i Penclapan kebijakan hubungan indus-

trial, perlindungan pekerja dan jaminan
sosiul pekerja.

b. Penctapan standar keselamatan kerja.
keschatan kerja, higienc perusahaan,
lingkungan kerja dan ergonomi.

€. Penctapan pedoman penentuan kebutu-
han fisik minimum,

2. Kewenangan Daerah Propinsi terdiri atas :
2. Penetapan pedoman jaminan kesejah.

leraan purnakerja.

b. Penctapan dan pengawasan atas pelak-
sanaan upah minimum.,

3. Kewenangan pemeriniah daerah Kabupa-
ten/Kota adalah sisa  dari kewenangan
vang telah ditetapkan untuk pemerintah pu-
sat dan propinsi, terdiri atas :

terdiri

“* Kebijukan Perjjinan Di Dasrab Bekasi dan Tasikma-
laya; Iasil Penclitian yang dilakukan oleh Bandung
Institule of Governance Studies (BIGS); Tahun 2003

Hj. Evita et

. Pengembangan dalam bidang perluasan
kerja, lembaga pelatihan swasta, hubu-
ngan industrial, kelembagaan ketenaga-
kerjaan, dan pengembangan usaha,

b. Penyelenggaraan pelatihan produkiifi-
las tenaga kerja, sertifikasi dan liscnsi
kerja, serta pelatihan dan pemagangan,

¢. Pengurusan pesyaratan kerja, penvele-
saian  permasalahan ketenagakerjaan
dan informasi pasar kerja.

d. Pengawasan norma kerja, jaminan so-
sial tenaga kerja, keselamatan tenaga
kerja, serta kesehatan kerja dan hygie-
ne perusahaan,

¢. Pemberdayaun fasilitas kescjahteraan
pekerja sektor formal dan informal.

f. Pengawasan dan pengendalian dalam
penempatan, penyaluran dan pengatu-
ran pembatasan tenaga kerja seria
penggunaan tenaga kega warga negara
asing.

. Penetapan UMR regional melalui me-
kanisme tripartit.

h. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pelaksanaan kewenangan di bidang te-
naga keria.

Dilihat pada kewenangan dacrah Kabu-
paten/Keta nomeor f, ada kewenangan untuk
pengawasan dan pengendalian dalam penem-
patan tenaga kerja warga negara asing. Secara
nyata kewenangan tersehut tidak dicantumkan
dalam kewenangan pemerintah pusat maupun
propinsi,

2. Rentetan Kebijakan Pemerintah tentang
Pengaturan Tenaga Kerja Asing

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang,

Keberadaan Pemerintahan Dacrah dan
Otonomi Dacrah telah mendapat pengakuan
kewenangan daerah yang diputuskan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. §
Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Pengakuan
Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan menu-
gaskan kepada Mentri Dalam Negeri untuk
melaksanakan pengakuan kewenangan Kabu-
paten/Kota, berdasarkan verifikasi terhadap
daftar kewenangan Kabupaten/Kota yang di-
sampaikan Daerah.
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Dattar verifikasi yang dinjukan oleh Ka-
bupaten Bekasi dengan Surat Bupat Nomor
130/4017/Tapem, tanggal 4 Desember 2000,
diantaranya : yaitu

Dalam bidang Fenanaman Modul adanya
Pelayanan dan Bantuan terhadap PMDN dan
PMA, adanya pemberian selunih perijinan pe-
laksanaon di dacrah kecuali fasilitas Fiskal,
RPTKA, dan TA-01. Sementara di Bidang Ke-
tenagakerjaan tidak ada keterangan dan penje-
lasan lebih lanjut, dalum hal apa saja yang dia-
kui kewenangan untuk dilaksanakan di daerah,

Dalam Pasal (19) Keputusan Bupati Be-
kasi Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 27 No-
vember 2001 tentang Pemnjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19
Tahun 2001, diatur tentang Pengeunaan DP-
KK.

DPKK dipergunakan untuk : =

a. Kegiatan pelatihan keterampilan pen-
cari kerja, penganggur dan perluasan
kesempatan kerja.

b. Kegiatun pelatihan peningkatan pro-
duktifitas pekeria di perusahaan-pern-
sahaan dan pembinaan Lembaga Pelati-

han Swasta.

¢. Pengembangan pendidikan sekolah dan
pondok pesantren.

d. Peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.

e. Biaya Operasional pembinaan [Tubu-
ngan Industrial dan Pengawasan Kete-
nagakerjaan,

Dengan  Surat dari  Direktur  Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal
Imigrasi Departemen Kehakiman dan  Hak
Asasi Manusia, nomor surat B.543/D.P3
TKDN/2002 tanggal 26 Mei 2002, menegas-
kan kembali bahwa

. Rekomendasi permobonan Visa kerja
harus diterbitkan oleh Depnakertrans.

2. Rekomendosi permohonan Visa kerja
untuk perpanjangan bagr Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang vang
lokasi kemanya dalam satu wilayah
Propinsi diterbitkan oleh Dinas Tenaga
Kerja Propinsi vang menangani bidang

* Keputusan Bupati Bekasi No, 57 Tahun 2001, Pasal
(1,
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Ketenagakerjnan.

3. Untuk Rekomendasi perpanjangan Vi-
sa Kerja bag Tenaga Kerja Wargn Ne-
gara Asing Pendatang yang lokasi ker-
janya lebih dan sam Propinsi diterbit-
kan oleh Depnakertrans.

Dengan ketentuan bohwa Rekomendasi
Perpanjangan izin kerja (TA-02) bagi Tenaga
Kerjn Warga Negara Asing Pendatang vang di-
keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerga Kabupaten
atau Kota tidak diterima lagi oleh Kantor
Imigrasi untuk perpanjangan Kartu Izin Ting-
gal Sementura (KITAS), Untuk perpanjangan
hanya berlaku Rekomendasi dari Dinas Tena-
ga Kerja Propinsi. Yang berarti bahwa Reko-
mendasi dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja
Propinsi maka Pembayaran DPKK-nya diba-
yarkan melalui Bank BNT 45 di mana saja de-
ngan tuwan nomor rekenmmg  Bendaharawan
DPREK, bukan lagi ke Bank JABAR dengan
tujuan nomor rekeming Kas Daerah kabupaten
Bekasi.

Menunjuk kepada surat edaran Dirjen
Imigrasi No. F.UM.02,02-1752 tanggal 29
September 2003 dan surat edaran Dirjen Imig-
rasi No. F.IZ02.10-0017 tanggal 6 Januan
2004 tentang Perpanjangan lzin Mempekerja-
kan Tenaga Kerja Asing {T.A. 02) serta surat
Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negri No. B.632/DP2TKDN/IV!
2004 tanggal 28 April 2004 peribal Peleksana-
an Kepmenakerirans No, Kep.228/'Men/2003
dan No. Kep.20/Men/2004, vang menyatakan
shh:

. Telah diadakan rapat koordinasi amtara
Dirjen Ctonom Daerah DEPDAGRI.
Diirjen Pemibinaan Pelatiban dan Pe-
nempatan Tenaga Kerja Dalam Negri
Departemen Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi, Dirjen Imigrasi DEPKEH dan
HAM, para Bupati dan Walikota s¢ Ja-
wa Barat dan Banten, serta instansi ter-
kait lainnya pada tanggal 5, 17, dan 19
Maret 2004 di Departemen Tenags
Kerja dan Transmigrusi  dan Departe-
men Dalam Megri,

Dalam forum tersebut telah diperoleh

kesimpulan sbb

4. Pemberian ijin Tenaga Kerja Asing
vang Pertama (T.A.01) atau ljin

B
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Mempckerjakan Tenaga Kerja As-
ing (IMTA) dan penerbitan Renca-
na Penggunaan Tenaga Kerja Asing
dilaksanakan olech Pusat atau De-
partiemen Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi.

b. Rekomendasi  perpanjangan  ijin
Mempekerjakan Tenuga Asing (T.
A02) atan IMTA untuk beberapa
wilavah  Propinsi  dilaksanakan
oleh Pusat atau Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

¢. Rekomendasi perpanjangan ijin
Mempekerjakan Tenaga Asing (T.
A.02) atau IMTA untuk beberapn
wilayah Kabupaten/Kota dalam sa-
tw Propinsi dilaksanakan oleh Gu-
bernur,

d. Rekomendasi  perpanjangan  ijin
Mempekerjakan Tenaga Asing (T,
A.02) atau IMTA dalam sam wila-
yah Kabupaten/Kota dalam dilak-
sanakan olch Bupati/Walikota,

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, demi
menjaga stabilitas Nasional dan kelan-
caran  pelayanan  sambil menung-
gu Tim yang terdiri dari Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, De-
partemen Dalam Negri dan Departe-
men Keuangan mengenai pemberian
kewenangan terscbut dan pembayaran
DPKK.

Sebagai respon atau tanggapan dari Pe-
merintah Daerah terhadap surat edaran Dirjen
Imigrasi No. F.1Z.02.10-0017 tanggal 6 Janua-
ri 2004, pada tanggal 31 Maret 2004, diadakan
rapat koordinasi kepala Dinas/Kantor yang
membidangi kewenagakerjaan Kabupaten dan
Kota seluruh Indoensia, vang diadakan di Ho-
tel Indonesia Jakarta. Yang dihadiri oleh Di-
rektur Eksckutif Asosiasi Pemerintah Kabupa-
ten Kota Seluruh Indonesia (APKASI),

Dalam rapat tersebut banyak hal yang
menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah, di-
antaranya yaitu : Pembahasan dalam Rapat
Koordinasi didasarkan atas masukan-masukan
dari Daerah dan Kajian Singkat tentang Kewe-
nangan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
berdasarkan Kepmendagri No.130-67 whun
2002, tentang Pengakuan Kewenangan Daerah

Hi. Evita fsretrn

Kabupaten dan Kota.

Tindaklanjut dari semua itu, maka Aso-
siusi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh In-
donesia (APKASI) vang diwakili oleh Drs. H.
Sysukani, HR. MM, Ketup Umum Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia
(APKASI), vang dalam hal ini memberikan
kuasa substitusi kepada Drs. Suparman Msi,
Ketua Komisi Otonomi Daerah mengajukan
Hak Uji Materiil atau permohonan keberatan
tertanggal 23 Agustus 2004 kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia terhadap Keputu-
san Mentri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi
Republik Indonesia Nomor : KEP-200MEN/
1172004 tentang Tats Cara Memperoleh Tjin
Mempekerjakan Tenaga Kerjn Asing yang te-
lah disahkan tanggal 1 Maret 2004,

Alnsan-alasan yang mendasari APKAS]
mengajukan Hak Uji Materiil ini diantaranya
adalah :

a). TAP MPR Nomor IPMPR/2000, ten-
tang Sumber Hukum dan Tats Urutan
Peraturan Perundang-Undangan,

b). Bahwa dnlam Keputusan Mentri Tena-
ga Kerjn dan Trasnmigrasi Republik
Indoncsia Nomor : KEP-20/MEN/ITI/
2004 tentang Tata Cara Memperoleh
[jin Mempekerjakan Tenaga Kega A-
sing khususnya Bab 111 Pasal 3 avat
(2). Bab IV Pasal 10 ayat (20 huruf b
dan ayat (3) dinyatakan bahwa untuk
perpanjangan ljin Mempekerjakan Te-
naga Asing (IMTA) Gubernur dapat
menunjuk pejabat yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan di Pro-
pinsi.

c). Bahwa pembenan kewenangan kepada
Gubemnur jelas-jelas bertentangan de-
ngan peraturan perundangan yang lebih
tinggi khususnya UU Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah,
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pe-
rimbangan Kevangan Pusal dan Dac-
rah, dan Peraturan Pemerintah Nomor
05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Pengakuan  Kewenangan Kabupaten/
Kota jo Keputusan Mentri Dalam Negri
Nomor ; 130-67 tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten
dan Kota.

14
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- Dalam UU Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah pasal
11 ayat (2) ditegaskan bahwa ...
Bidang Pemerintahan yang wajib
diluksanakan oleh Daerah kabupa-
ten dan Dacrab Kota meliputi pe-
kerjaan umu, keschatan, pendidikan
dan kebudayaan, penanaman mo-
dal. lingkungan hidup, pertanahan
dan tenaea kerja ...

- Dalam Dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 25 talum 2000 wntang
Kewenangan Pemerintah dan Ke-
wenangan Propinsi scbagai Daerah
olonom, pasal 3 ayat (5) angka 8
dinyatakan bahwa |....Kewenangan
Propinsi sebagaimana dimaksud di-
kclompokan dalam bidang-bidang.
diantaranya Bidang Kewenagakerja-
an, berupa: (a). Penctapan pedoman
jaminan kesejahteraan pumnakerja,
dan (b). Penetapan dan pengawasan
atas pelaksanaan upah minimum.

- Dalam Keputusan Presiden Repub-
lik Indonesia Nomor 3 tahun 200]
tentung  Pelaksanaan  Pengakuan
Kewenongan Kabupaten/Kotn yang
menvatakan dalam konsideranmya
bahwa | ....perlu adanya pengakuan
Pemerintah  tenlung  kewenangan
Kabupaten/Kota....

Bahwa pemyataan dalam pasal 6 ayat
(30 bahwa ... Pembayaran Dana
Kompensasi dilakukan oleh pemberi
kerja dan disetorkan pada rekening Da-
na Pengembangan Kealihan dan Kete-
rampilan (DPKK) pada Bank Pemerin-
tah vang ditunjuk olch Mentri.... Hal
ini sangat bertentangan dengan UL No,
22 Tahun 1999 Pasal 133 jo pasal B
ayat (1) vang menyatakan babwa i
Kewenangan Pemerintah vang diserah-
kan kepada dacrah dolam rangka de-
sentralisasi harus disertai dengan pe-
nyerahan dan pengalihan pembiayaan
sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia sesuai dengan  kewenangan
yang disernhkan tersebut....

Bab IV Pasal 10 ayat (2) huruf b dan

ayat (3) vaitu ...Perpanjangan lzin

Mempekerjakan Tenaga Asing dilaku-
kan olch Gubemur untuk Tenaga Kerja
Asing yang lokasi kerjanya di wilayah
Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi...
dan avat (2) huruf b bahwa ... Guber-
nur dapat menunjuk pejabat yang ber-
anggung jawab di bidang Ketenaga-
kerjoan di Propinsi....[lini bertentangan
dengan peraturan yang lehih tnggi vai-
tu Pasal 9 ayat(1) dan (2) Undang-Un-
dang No.22 whun 1999 dan Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 2000, serta
Keputusan Presiden No. 05 Tahun
2001 temung pengakuan pelaksanaan
kewenangan Kabupaten/Kota,

3. Tanggapan Terhadap Kebijakan-Kebi-
jakan Terscbut

a. Dari Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Semenjak diberlakukannya Otonomi Da-
erah, instansi-instansi pemerintah di daerah
berada di bawah Pemerintah Daerah (Pemda)
vang berarti betada di bawah naungan Depar-
temen Dalam Negri. Dinas Tenaga Kerja Ka-
bupaten atau Koda tidak lagi berada di bawah
Departemen Tenaga Kerjn dan Transmigras:
tetapi dibawah Pemerintah Daerah dan pega-
wainya adalah pegawar Pemda yang mempero-
leh gaji dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD).

Schubungan dengan ketentuan perun-
dang-undangan tentang lata cara memperoleh
ijin dan perpanjangan ijin bagi Tenaga Kerja
Asing, Departemen Tensga Kerja dan Trans-
migrasi telah memberikan penjelasan  dan
mensosialisasikan kepada Dinas Tenaga Kerja.
Untuk pelaksanaanya dan sejauh mana pelak-
sanannya dilapangan semua diserahkan kepada
Pemerintah Dacrah masing-masing.

Bidang ketenugukerjaan khususnya ten-
tang Tenaga Kerja Asing tidak dilimpahkan
wewenang pengaturannya ke daerah, karena
masalah ini menyangkut masalah Negara de-
ngan Negara lain, Semua pengaturan untuk O-
rang Asing dan Tenaga Kerja Asing dilakukan
di 1 (satu) pintu yaitu Pusat. Dilihat dari tujuan
masuknya orang asing itu adalah ke Negara In-
donesia bukan ke daerah. Sementara untuk ijin
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perpanjangannya baru diserahkan ke dacrah
Propinsi ditempat warga ncgara asing ilu be-
kerja, tetapi pembayaran DPEK nya tetop di-
setorkan ke kas negara. Karena negaralah yang
berhak dan berwenang mengatur dan mengelo-
la penemipatan dan penggunaan dana tersebut.

b. Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Bekasi

Dari hasil wawancara yang penulis Jaku-
kan dengan kepala seksi Pengawasan dan Pe-
nempatan Tenaga Kera di kantor Dinas tenaga
Kerja Kabupaten Bekasi menyatakan :  bahwa
memung benar berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Dagrah Bekasi Nomor 19 tahun
2001, Pemerintah Bekasi melakukan pemu-
ngutan sendin DPKK yang disctorkan ke Kas
Daerah Bekast melolui Bank Jabar Bekasi, Hal
ini dilakukan dengan berbagai alasan vang
mendasar, diantarmnya ;

a. Dacrah kabupaten Bekasi merupakan
saloh satu dacroh tujuon pencari kerja
yang banyak memiliki kawasan indus-
tri kurang lebih ada 11 kawasan indus-
tri. Dengan art kata banyak terdapat
calon-calon tenaga kerja di daerah Be-
kasi yang membutuhkan peclatihan dan
penempatan kerja.,

b. DPKK yang dibutuhkan untuk pelati-
han dan peningkatan kemampuan calon
tenaga kerja dan tenaga kerja sendin,
Karcna kalau tidak akan semakin ba-
nyak terdapat pengangguran di Kabu-
paten Bekasi.

Scmua ini dilakukan untuk  memenuhi
kebutuhan daerah sendirl untuk membiavai se-
gala pembangunan dan kebutuhan dacrah lain-
fmya, terutama pembangunan di sekior tenaga
kerja.

Selanjutnya Kasi Pengawasan dan Pe-
nempatan Ferry menyatakan bahwa Peraturan
Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan yvang
lebih tinggi. Dalam hal im Peraturan Pemerin-
tah Pusat tidak dilaksanakan begitu saja di
dacrah, melainkan melalui proses memformu-
lasikan kedalom bentuk Peraturan Dacrah, De-
ngan demikian kebijakan pemerintah daerah
dalam bentuk Perda telah resmi menjadi kebi-
jakan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Peraturan dacrah Rabupaten Bekasi nomor 19

M. Evita Isretmo

tahun 2001 tentang Pemberian Tzin mempeker-
jukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pen-
datang dan luran Dana Pengembanpan Keah-
lian dan keterampilan, lahir dengan memfor-
mulasi ulang berbagai  kebijakan pemerintah
di bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan
oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputu-
san mentri dan juga berasal dari inisiaiil lokal.

Dacrah Kabupaten Bekasi dengan jum-
lah penduduk + 1.8 juta jiwa hanva mempu-
nyal usia rala-rata sckolah penduduk 7 tahun,
artinya rata-rata tingkat pendidikan penduduk
tamatan kelas 6 Sekolah Dasar maksimal kelas
satu Sekolah Menengah Pertama. Dari tingkat
pendidikan ini saja. sudah tentu banyak sckali
membutuhkan dana uniuk peningkatan bidang
pendidikan sebagai uwpava pemerintah dalam
peningkaton sumber daya manusia. Dengan
kondisi pendidikan yang rendah tentunya pen-
duduk tidak akan bisa mendapatkan kesempa-
lan Kerja di perusahaan-perusahaan yang ba-
nvak terdapat di daerah Bekasi. Umumnya
karyawan perusahaan terschut berasal dari luar
dacrah Bekasi, mereka tinggal dan berdomisili
di Bekasi.

Disamping biaya yang banyak dibutuh-
kan untuk pembangunan bidang pendidikan.
Juga biaya yang dibutubkan pemerintah daerah
uniuk pembangunan dan perbaikan sarana dan
prasaran wmum, yang digunakan dan dinikmati
oleh seluruh penduduk dan warga vang tinggal
di daerah Bekusi. Scperti sarana jalan, penera-
ngan, air, rumah sakil, dan sarana-sarana
umum lainnya. Kebanyakan karyawan perusa-
haan-perusahaan yang berada di daerah Bekasi
+ B0% tinggal di Bekasi, dan membutuhkan
sarana dan prasarana umum untuk hidup dan
tinggalnyva, Dacrah Bekasi yang dengan APBD
vang kecil (+ 700 Milyar untuk tahun ini) ten-
tunya membutuhkan biaya lebih untuk pemba-
ngunan semua sarana dan prasarana umum ter-
sehur.

Dari sekian banyaknya perusahaan di
dacrah Bekasi terutama Perusahaan Asing,
dacrah Bekasi hanya menerima bagian dari
Pajak Bumi Bangunan {PBB) saja. Sementara
PPH dan PPN di terima olah Pemerintah Pusat
dengan jumlah + |3 Triliun,

Dalam hal pemberian perpanjangan ijin
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bagi Tenaga Kerja Asing vang menurut Un-
dang-Undang diberikan wewenang kepada Gu-
bermur. Dilakukan olch Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi dimana inmi bukan merupa-
kan kewenangan Departemen Tenaga Kerju
dan Transmigrasi wntuk mengatomya, karena
kewenangan ini sudah diberikan kepada Peme-
rintah Propinsi. Selama ini Pemerintah Propin-
si Jawa Barat sendiri vidak mempermasalahkan
dan tidak memberikan sanksl atas semuanya,
karena dacrah Kabupaten Bekasi juga meru-
pakan salah saw daerah Kabupaten yang ada
di Propinsi Jawa Barat yang tentunya juga
ingin membangun dan membiayar kebutuhan
daerahnya sendiri.

¢. Dari Perusahaan-Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing

Keluarmya berbagai ketentuan dan pera-
turan yang mengatur tentang perijinan Tenaga
Kerja Asing jelas sekali memberikan image
yang buruk bagi pemerintah Indonesia khu-
susnya dalam pengaturan ketenagakerjaan,
yang memberikan dampak negatif terhadap pa-
ra investor asing di Indonesia.

Ada Pro dan kontra dari perusahaan-
perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing da-
lam hal pengurusan izin ke pemerintah pusat
atau daerah, Wawancara yang dilakukan de-
ngan salah seorang staff vang mengurus peri-
jinan Tenaga Kerja Asing™ menvatakan bah-
wa pengurusan perpanjangan izin Tenaga Ker-
Ja Asing yang dilakukan di pusat bagi Tenaga
Kerja Asing yang bekerja lebih dari satu dae-
rah propinsi, jelas mempunyai prosedur dan
tekhnis pelaksanaan yang sama dengan pengu-
musan izin pertama kali. Dimana di pusat pe-
ngurusan i1sin dilakukan di beberapa loket dan
tidak adanva ketenuan tentang berapa lama
proses pelaksanaannya sena berapa biava vang
resmi dibuiuhkan untuk pengurusan izin ierse-
but. Scmentara pembayaran Dana Pengemba-
ngan Keahlion dan Keierampilan dilakukan di
Bank BNI dengan tujuan kas bendabarwan Da-
na Pengembangan Keahlian dan Keterampilan
di kas negara, Pembayaran di BNI merupakan
proses yang mudah dan dapat dilakukan di
BNI mana saja.

* Hasil Wawancars dengan Staff Legal Perusaliaan
Swasty, di Cikarang Bekasi.
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Perpanjangan izin vang dilakukan di pro-
pinsi jelas memakan wakiu yang lebih lama,
hinya yang lebih tinggi dan prosedur yang le-
bih sulit, karena untuk datang ke Dinas Tenaga
Kerja Propinsi terlebih dahulu harus menda-
patkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten, dan itu semuanya dikenakan biaya,
Proses yang bolak balik dari Bekasi terus ke
Bandung. Sementzra pembavaran Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan nya
sama yaitu dibayarkan ke BNI dan itu juga
dapat dilakukan di BNI mana saja,

Perpanjangan izin yang dilakukan di ka-
bupaten Bekasi, disamping memberikan kemu-
dahan dalam pengurusan yang hanya melalui
satu loket dapat dilakukan dalam beberapa harn
tetapi tetap saja dengan biaya vang tidak diten-
tukan secara resmi. Kemudahan dalam wakru.
dan biaya sertn juga jarak yang dekar diban-
ding propinsi ataupun pusat,

Dana Pengembangan Keahlian dan Kete-
rampilan yang dibayarkan ke kas dacrah mela-
lui Bank JABAR cabang Bekasi pada tekhnis
pelaksanannys tidak mengalami masalah mala-
han memberikan kemudahan, tetapi kurang
memberikan Keyakinan dan kepastian kepada
para pengusaha spakah dana tersebut benar-
benar akan digunakan sesuai dengan ketentu-
annya. Dan apakah dana tersebut dapat siambil
kembali atau dialihkan jika ada sisa dari jum-
lah yang dibayarkan discsuaikan dengan lama
waktu Tenaga Kerja Asing dipekerjakan.

Bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja
di Indonesia, pada umumnya mereka bingung
dengan hukum vang berlaku di Indonesia, ka-
rena begitu cepatnya berubah-rubah dan begit
banyaknya keluar peraturan-peraturan hukum.
Peraturan mana yang harus ditkuti dan instansi
mana yang harus ditkuti,. Semuanya menge-
luarkan ketentuan dan peraturan yang berbeda,

4. Analisa Masalah

Masalah kewenangan pemerintah pusat,
propinsi dan kabupaten/kota telah dinyatakan
dan dibagi-bagi berdasarkan PP No. 25 Tahun
2000.*" Disini terlihat bahwa pengaturan pe-
nempatan tenaga kerja asing menjadi kewena-

* Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemeriniah dan Kewonsngan  Propinsi
Sebagn Daerah Otonom
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ngan pemerintah daerah kabupatenkota, Ka-
rena secarn lansung yang lebih dekat unmk
mengatur dan mengawasi Tenagn Kerja Asing
yang bekerja di perusahaan itu adalah peme-
rintah daerah dengan instansi vang berwenang
untuk itu, bukannya pemerintah pusat ataupun
propinsi yang berada jaub dari dacrah,

Kewenangan pemenntah pusat tidak ha-
nya berada dalam lingkup nasional, antar pro-
pinsi, tetapi sudah memasuki lingkup regional
dan bahkan sampai ke daerah. Schingga mak-
sud dan tujuan otonomi daerah tidak tercapai
dengan baik, karena tidak adanya penyerahan
tugas dan tanggung jawab vang diikuti dengan
penyerahan wewenang penerimaan dan peng-
gunaan dana uniuk i,

Kewenangan daerah propinsi begitu ke-
cil sckali dibanding dengun kewenangan pusa
dan daerah kabupaten/kota. Padahal dacrah ka-
bupaten/kota secara lansung berada di bawah
pemerintall propinsi, Pemerintah propinsi lebih
bertanggungjawab atas perkembangan daerah-
nya. Segala sesuatu vang diatur oleh pemerin-
tah propinsi berstatus regional propinsi yang
meliputi daerah kabupaten dan kota. Scakan-
akan daerah propinsi tidak kelihatan powernya
vang diberikan oleh pemerimah untuk menga-
tur dan mengurus dacrah-dacrah yang ada di
wilayahnya.

Walaupun dengan berbagai usaha dan
cara yang dilakukan oleh pemerintah dacrah
dalam wakm yang bergitu lama mengusahakan
agar Dana Pengembangan Keahlian dan Kete-
rampilan dapat menjadi hak daerah untuk me-
munguinya dan mempergunakan untuk kepen-
tngan kemajuan daerah khusunya di bidang
ketenagakerjuan, tetap saja pemerintuh pusat
tidak mou melepaskan penerimasm Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan terse-
but dan menyerahkannya ke dacrah,

Yang menjadi perhatian disini adalah
walaupun pemerintabh pusat tidak mengakui
kewenangan dacrah dafam hal pengaturan Te-
naga Kerja Asing dan pencrimaan Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan, teta-
pi ijin atau rekomendasi 1jin kerja bagi Tenaga
Kerja Asing yang dikeluarkan oleh daerah ka-
bupaten’kota tetap dapat diterima oleh peme-
rintah pusat vaitu Direktorat Jenderal hmigrasi
selaku instansi yang berwenang memberikan

Hy. Evira [sretin

izin tinggal dan perpamjangan 1zin tinggal bagi
warga negara asing. Dan hal ini sebenarnya di-
ketahui oleh pemerintah pusat (Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan sudah
berlansung dalom waktu yang begit lama,

F. Penutup

I, Kesimpulan
Kewenangan Pemerintali Pusat mengatur
Tenaga Kerja Asing, diantaranya adalah

a.  Menetapkan Rencana Penempatan Te-
naga Kevfa Asing (RPTKA), jenis-je-
nis jabatan atau posisi yang boleh diisi
oleh Tenaga Kerja Asing. dan persya-
ratan yang harus dipenuhi oleh scorang
warga Negarn asing vang akan bekerja
di Indonesia, sesuai dengan Standar
Kompetens: Kera Nasional Indonesia.

b. Mengelvarkan Rekomendasi (TA-01)
urtuk mendapatkan Visa, yang akan
digunakan oleh Direkiorat  Jenderal
imigrasi sebagai dasar untuk menge-
luarkan surat 1in pemberian Visa se-
suai dengan yang dimohonkan pemo-
hon, kepada perwakilan Negara Rl
atau pejabat lain vang ditunjuk untuk
itu.

¢. Mengeluarkan izin Kerja Temaga Ker-
S Asing vang perfima koli, ini berlaku
baik bagi Tenagn Kerja Asing vang wi-
layah kerjanva dalam satu kabupaten/
kow, antar kabupaten'kota, maupun
antar propinsi.

d.  Pemberian ijin kerja perpanjangan ba-
21 Tenaga Kerja Asing yang wifayah
kerjanya lebih dari satu propinsi atau
antar  propinst.  Sctelah  pengurusan
izin pertama kali dilakukan i pusat,
pusat memberikan kewenangan kepada
daerah propinst untuk memberikan izin
perpanjangan bagi Tenga Kerja Asing
yang bekerja dalam satu wilayah pro-
pinsi, tetapi yang wilayah kerjunyva me-
liputi antar propinsi, ijin kerjanya teiap
menjadi kewenangan pemerintah pu-
sat.

Secam yuridis kewenangan untuk mene-
rima, mengontrol dan mengatur DPKK adalsh
kewenangan pemerintah pusat, dan tdak ada
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pernyataan dalam ketemuan hukum atau pera-
uran manapun yang menyatakan pemberian
kewenangan terschui kepada daerah. baik dac-
rah Propinsi maupun dacrah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah deerah Kabu-
paten/Kota, adalah sisa dari kewenangan yang
telah ditetapkan untuk pemerintah pusat dan
propinsi, terdiri atus.

a. Pengembangan dalam bidang perluasan
kerja, lembaga pelatihan swasta, hubu-
ngan iondustrial, kelembagaan ketena-
gakerjaan, dan pengembangan usaha.

b. Penyelenggaraan pelatihan produktifi-
tas tenaga kerja, sertifikasi dan liscnsi
kerja, serta pelatiban dan pemagangan.

¢. Pengurusan pesvaratan kerja. penyele-
saian  permasalahan  ketenagakerjuan
dan infonoasi pasar kerja.

d. Pengewasan norma kerja, jaminan so-
sial tenagn kerja, keselamatan tenaga
kerja, serta kesehatan kerja dan hyoie-
ne perusahaan,

¢. Pemberdayaan fasilitas kescjahteraan
pekerja sektor formal dan informal.

f. Pengawasan dan pengendalian dalam
penempatan, penyaluran dan pengatu-
ran pembatasan tenaga Kerja  serta
penggunaan tenaga kerja warga negara
asing.

g Penctapan UMR regional melalui me-
kanisme tnpartit.

h. Kerjasama dengan pihak Ketiga dalam
pelaksanaan kewenangan di bidang te-
naga kerja

Dilihat pada kewenangan daerah Kabu-
paten/Kota pada nomor f, ada kewenangan un-
tuk pengawasan dan pengendalian dalam pe-
nempatan tenaga kerjy warga nepara asing, Se-
care nyvata kewenangan lersebul hidak dican-
tumkan dalam kewenangan pemerintab pusat
maupun propinsi.

Dari penelitian yang dilakukan, dalam
prakteknya secars lebih rinci, berdasarkan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan Kewe-
nangan untuk memberikan izin perpanjangan
bagi tenaga kerja asing diberikan kepada Gu-
bermur, dan Guobernur akan menunjuk pegawai
yang berwenang dilingkup propinsi. Disim 1i-
dak ada kewenangan pemerintah daerah Kabu-
paten/Kota unmk mengatur Tenaga Kerja A-
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sing. Apalagi untuk menerima sendiri Dana
vang disetorkan oleh pengguna Tenaga Kerja
Asing yang dikenal dengan DPKK. Semaniara
dacrah kabupaten/kota juga merupakan bagian
dari wilayah propinsi.

Dilihat pada petunjuk pelaksanaannya,
dueral Kobupatenrkota hanva berwenanyg me-
ngeluarkan surat rekomendasi untuk pengun-
san perpanjangan ke Propinsi. Sebelum datang
ke Propinsi, pengeuna Tenaga Kerja Asing
vang akan melukukan perpanjangan izin kerja
Tennga Kerja Asing nya, harus mendapatkan
rekomendasi terlebth dahulu dari Dinas Tena-
ga Kerja dacrah sctempat.

Hanya schatas itn kewenangan daerah
kabupaten/kota untuk urusan perijinan orang
asing, disumping fungst untuk pengawasan dan
pengontrolan penggunaan orang asing terse-
but, apakah scsual dengan syarnt-syaral yang
ditentukan, apakah pengmmaannya tepat, dan
tidak bertentangan dengan peraturan.

Disamping itu, kepada perusahaan peng-
guna Tenaga Kera Asing vang mendapatkan
ijin kerja Tenaga Kerja Asing dari pemerintah
propinsi atau pusat, wajib menyampikan lapo-
ran keberndaan Tenaga Kerjn Asing tersebut
ke kantor dinas setempat, yang dikenal dengan
Lapor Keberadaan,

Berdasarkan Keputusan Mentri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004
Pasal 6 ayat (3) bahwa  Pembavaran dana
kompensasi dilakukan oleh pemberi keria dan
disetorkan pada rekening Dana Pengemba-
ngem Keahlian dan Ketevampilan (DPKK) pa-
o Bank Pemerintah vang ditnjuk ofeh men-
terill

Pemerintah. Daerah Kabupaten Bekasi
berani mengeluarkan Peraturan Daerah yang
mengatur teniang pembayaran DPKK Tenaga
Kerja Asing vang bertentangan dengan Kepu-
tusan Mentri disebabkan oleh banyak faktor.

a. Dacrah kabupaten Bekasi merupakan
salah satu dacrah tujuon pencari kerja
yang banvuk memiliki kawasan indus-
iri kurang lebih ada 11 kawasan indus-
tri. Dengan arti kata banyak terdapat
calon-calon tenaga kerja di daerah Be-
kasi vang membutuhkan pelatihan dan
penempatan kerja.

b. DPKK wang dibutuhkan untuk pelati-
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han dan peningkatan kemampuan calon
tenaga kerja dan tenaga kera sendiri.
Karcna kalau tidak akan semakin ba-
nyak terdapat pengangguran di Kabu-
paten Bekasi.

Semua ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan daerah sendiri untuk membiayai se-
gala pembangunan dan kebutuhan dacrah lain-
nya, terutama pembangunan di sektor tenaga
kera.

Peraturan dacrah kabupaten Bekasi No-
mor 19 tahun 2001 tentang Pemberian lzin
mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang dan luran Dana Pengemba-
ngan Keahliun dan keterampilan, lahir dengan
memformulasi ulang berbagai kebijakan peme-
rintah dibidang ketenagakerjaan yang dikeluar-
kan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Pera-
turan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan
Keputusan mentri dan juga berasal darl inisia-
tif lokal,

2. Saran

Berdasarkan pada apa yang penulis pela-
Jari dari baban-bahan, literatur-literatur, pera-
tran perundangan, dan hasil penelitian sehu-
bungan dengan judul tulisan ini vaitu Kewena-
ngan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian
dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing, ada be-
berapa hal yang berupa masukan, saran atau
input yang semoga berguna dan bermanfamt
bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah
ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Ker-
ja Asing, dan juga pibak-pihak lain yang terli-
bat dalam pengaturan Tenaga Kerja Asing.

4. Agar Peraturan-peraturan yang lebih
rendah sebagai peraturan pelaksana da-
ri peraturan yang lebih tinggi memuat
ketentuan dan pengaturan secara rinci
dan jelas, mengatur sampai kepada hal-
hal yang kecil, dan bise memberikan
kepastian hukum yang tetap, tidak be-
rubah dan tidak berbelit-belit. Schingga
tidak menimbulkan makna dan penafsi-
ran yang berbeda dari maksud dan anti
semula,

b. Jika suatu peraturan perundangan telah
mengatur tentang suatu hal dengan je-
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las dan rinci, tidak dibutuhkan lagi pe-
ngaturan dalam peraturan perundangan
yang lainnya, sehingga satu produk hu-
kum hanya mengatur dengan jelas ten-
tang suatu hal, tidak terjadi tumpang
tindih (overlapping) pegaturan dalam
peraturan yang berbeda.

. Untuk meningkatkan minat investor

asing dan juga meningkatkan percko-
nomian Indonesia, adanya suatu kepas-
tian hukum yang dapat memberikan ke-
amanan dan kenyvamanan dalam berin-
vestasi di Indonesia.

. Pemberian pelayanan yang effective

dan efisien dari instansi pemerintah da-
lam hal pengurusan ijin Tenaga Kerja
Asing, schingga bisa menghemat waktu
dan biaya, serta adanya suatu ketentuan
vang pasti dan resmi tentang prosedur
pengurusan, waktu dan biaya yang di-
butuhkan.

s, Pemerintah pusat memberikan kewena-

ngan kepada pemerintah dacrah kabu-
paten/kota untuk mengatur dan mem-
berikan perpanjangan 1jin bagi Tenaga
Kerja Asing, serta memberikan kewe-
nangan juga untuk memungut sendiri
Dana Pengembangan Keahlian dan Ke-
terampilan melaluikas daerah, tetapi te-
tap adanya pengawasan dan pengontro-
lan duri Pemerintah Pusat dalam peng-
gunaan dana tersebut, apakah mencapai
pada sasaran yang dimaksud. Kalau
perlu ada bagian yang diserahkan oleh
pemenntah daerah kepada pemerintah
pusat dari julah dana yang diterima.

. Adanya batasan yang jelas hal apa saja

yang menyangkut kewenangan peme-
tintah pusat, daerah propinsi, dan dae-
rah kabupaten'kota dalam pengaturan
perijinan Tenaga Kerja Asing dan sam-
pai dimana batasan kewenangan terse-
but saling berhubungan satu sama lain.

. Disarankan adanya koordinasi yang

kuat antara instansi dan departemen
yang berhubungan dengan orang asing
dan atau tenaga kerja asing. Schingga
tercipta satu pemahaman dan maksud
serta kesatuan peraturan perundangan
yang mengaturmya.
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